


PRAfURAfl D^ER^,. t.ogrp^TEt KEruLAUAN RIAU
trlCr*KlR : i0 TAHUtrt 2OO2

TENTAI'IG

TATA CARA PEfTcAT,rc,<ATAil PERA'*GKAT DE'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

a. hahwa dengan diberrakukannya undang-undang Nomor 22 Tahun
19gg tentang pemerintahan Daerah dan terah berrakunya Keputusan
Menteri Daram Negeri Nomor 64 Tahun lggg tentang pedoman
umum pengaturan mengenai Desa maka perru mengatur Tata Gara
Pengangkatan perangkat Dea;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perru ditebpkan
dalam suatu perafuran Daerah.

1. Undang-undang Nomor i2 Tahun igs6 tentang pembenh.rkan Daenah
otonomi rGbupaten daram Lingkungan Daerah propinsi sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 2S);

2. undang-undang Nomor 61 Tahun igsg tentang penetapan undang_
undang Darurat Nomor 1g rahun 1957 tentang pembentukan Daerah
swatantra Tingkat r sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai undang-
undang (Lembaran Nqara Tahun lgsg Nomor llil):

3' undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenhng pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun lggg Nomor : 60 Tambahan Lembaran
Nqara Nomor 3939);

4- undang-undang Nomor 2g rahun lggg tentang penyerenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neptisme
(Lembaran Negara Tahun lggg Nomor 7s, Tambahan Lembanan
Negara Nomor 3g5l);



Ferdran Perrreririlah tlomor 25 Tahun 2(m tentarqg Krerurgan
Pernerintah &n Ketrenangan propinsi sebagni Daerah aonom
(Lembalan Negara Tahun zmo Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara lrlomor 3952):

Kepufusan Presiden Nomor 44 Tahun lsg tEntang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Benfrrk Rancangan
undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun lw Nornor 70).

Dengan Persefujuan

DEV\IAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN KEPUI.,{UAN RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEpuLAuAN R|AU
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau:
c. Bupatiadalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
d. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengahrr dan mengurus kepentingan
Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui daram sistem pemerintahan Nasional dan
berada diDaerah;

e. Pemerintahan .....



e. Pemeftrtdhan Desa adalah kegiatan pemerintahan 
y?ngdirarcamkan obh pemerintah 

Desa dan Badan peruakiran 
Desa;f' Badan peruakiran Desa lrang seranj'frya disebut BpD adarahBadan peruakiran dari pemuka-pemuka masyararot yang ada didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, mEmbuat peraturan

Desa, menampung dan menyarurkan aspirasi masyararcat sertamerakukan pengawasan terhadap penyerenggaraan pemerintahan
Desa;

g' Pemerintah Desa adarah Kepara Desa dan perangkat Desa;h. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang melaksanakan teknisperayanan dan atau membanfu Kepara Desa daram mehksanakan
tugas dan keurajiban, diangkat tanpa pemirihan dari pen€ruduk Desayang memenuhi persyaratan;

i. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan
llngkungan kerja Feraksanaan pemerintahan 

Desa.

BAB II
PERSYARATA'{ CALON PERANGKAT DESA

pasal ?

Yang dapat diangkat meniadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa
uarga Negana Republik lndonesia yang :

a. Berhgna kepada Tuhan yang Maha Esa;
b' setia dan taat kepada pancasira, undang-undang Dasar 1g4s,

Negara dan pemerirrtah Republik lndonesia;
c. Tidak pemah terribat tangsung atau tidak rangsung cl"ram kegiatan

yang mengkhianati pancasila dan Undang_Undang Dasar ig4s
seperti G 30 sipKr dan kegiatan organisasi trerrarang rainnya;

d' Tidak sedang menialani pidana peniara atau kurungan berdasarkan
Keputusan Pengadiran yang terah memperoreh kekuatan hukum
yang tetap;

e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibarma;



f- Tcrdb sebagai pendduk dan bertempat tinggal teilap didesa
yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
Erakhir dengan tirlak terpr.rtus-putus;

g. sekurang-kurangnya telah berumur 17 (trjuh belas) tahun dan
setinggi-tingginya s0 (lima puluh) hhun pada saat mengajukan
permohonan menjadi perangkat Desa, kecuaii unhrk menjadi Kepala
Dusun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun;

h- sehat jasmani dan rohani)nng dibuktikan dengan surat Keterangan
Dokter;

i. Berpendidikan sekolah lanjutan Tingkat peftama atau yang
sederajat dengan dibuktikan rjazahlsrrB, kecuali untuk jabatan
Kepala Dusun.

Pasal S

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal z peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

a- sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata
Usaha atau Sekrertariat;

b. Kepala-Kepala Urusan, yaitu unsur pelayanan teknis;
c. Kepala-Kepala Dusun ;raitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah

kerianya.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATATII CALON PERANGKAT DESA

pasal 4

(1).calon Perangkat Desa diaiukan oreh Kepara Desa untuk mendapat
persetujuan BpD dengan direngkapi percyaratan sebagaimana
diatur dalam pasal 2 peraturan Daerah ini.

(2). calon Perangkat Desa yang telah mendapat persetujuan BpD
ditetapkan dengan Kepufusan Kepala esa.



p). Kepunrsan tentaqg Peranglot Desa sebagaimana brsehrt dalam

ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati

melaluiGamat.

BAB M

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1). Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala &sa
dengan persetuluan BPD dan penetapan Keputusannya

disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa

diwaiibkan mengisi kekoeongan jabatan tersebut atas pemeftiuan

BPD.

Paeal 6

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, we\ilenang dan kewaiiban

harus bersifiat neffal, dan tidak memihak serta berpegang bguh

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan !fiang berlaku.

BAB V

I.ARANGAN BAoI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Setiap Perangkat Desa dilarang :

a. Melanggar persyaratan )tang telah ditentukan sebagai mana

tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini:

b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan abu

Martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah

Desa dan Masyarakat;



d.

e.

llleHcukan tindakan-lindakan a0au medakukan kegi#n yar{g

rnenjadi k*tajibannF yang dapat merugilmn kepentingan Negara,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerlntah Desa dan
Mas'yarakat;

Menyalah gunakan wewenang, bertindak selvenang-ur€nang,

melakukan penyelalengan dan bertindak diluar kEtenfuan
peraturan perundang-undangan )rang berlaku;

Melakukan perbuatan yang bertentangan norma-norma/adat

istiadat lrang hidup berkembang dalam masyarakat.

Pasal I

Peranglcat Dsa yang melanggar rarangan sebagaimana dimaksud
Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan praturan perundanglundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal g

Perangkat Desa berhentiatau diberhentikan karena :

a. Meninggaldunia;

b. Berakhir masa jabatannya;

c. Atas permintaan s€ndiri dengan disampaikan permohonan secara

tertulis kepada Kepala Desa;

d. Tidak lagi memenuhi salah safu syarat yang ditenft.rlen seperti
tersebut dalai';r Pasal2 Perafuran Daerah ini;

e. Melakulon tindakan-{indakan yang menghilangkan kepercayaan
penduduk Desa setempat terhadap kinerjanya sebagai seomng
perangkat pemerintah Desa.

El---r . ,r



pasal {0

(1)' Perangkat Desa )tang ditr.rduh atau tersangkut pada suatu findak
pidana, atas usur BpD dapat diberhentikan sementara.

(2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
iniditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(s). selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian semenhra,
maka Kepala Desa menunJuk pejabat sementara dari perangl<at
desa yang ada.

(4). Dengan berrakunya Keputusan pengadilan yang terah mempunyai
kekuatan hukum yang te0ap, maka Kepara Desa mengusurkan
kepada BPD untuk mencabut Keputusan pemberhentian

sementara lrang bersangkutan untuk dlkukuhlon kembali dalam
hal yang bersangkutan dinyahkan tidak bersarah atau
pemberhentian dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

pasal l1

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunyra peraturan Daerah ini,
tetap menjalankan tugasnya sampai ditentuton oleh Kepala Desa dan
BPD.

BAB VII]

KETENTUAN PENUTUP

pasal 12

Hal-hal rrang berum diatur daram peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai telmis pelaksanaanr:)ra akan diatur dengan Kep,trsan
Bupati.



Paeal 13

Peratrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglen.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal

ARIS DAERAH

KEPUHUAN RIAU

LL
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KEPUISUAN R!\U TAHUN zAW NOMOR 14 SERI

E NOMOR 4

Ditetapkan di Tanjungpinang

$ ETS'S


